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Penelitian ini dilatarbelakangi sebuah persoalan dalam sepak bola di
Indonesia yang sering kali kerap terjadi kericuhan saat pertandingan Liga digelar
dan salah satu penyebabnya ialah suporter itu sendiri. Maka timbul lah suatu aturan
yang melarang suporter untuk datang melihat tim kebanggaannya bertanding dalam
artian suporter tim tamu tidak boleh hadir ketika klub kebanggaan mereka
bertandang ke kandang lawan. Akibat keluarnya pelarangan tersebut, terdapat dua
aturan hukum yang berbeda yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 dan
Regulasi BRI Liga 1 2023/2024 dalam kaitannya mencegah terjadi nya kericuhan
yang disebabkan oleh kedatangan suporter tim tamu, bahwa kedua peraturan ini
memiliki kesamaan menegah adanya potensi kericuhan yang terjadi, akan tetapi
kedua aturan tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda dalam memandang
persoalan ini, sehingga perlu dikaji kembali mengenai wilayah kewenangannya.
Kemudian, mengenai Regulasi BRI Liga 1 ini bagaimana kedudukan hukumnya,
apa sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fokus
Penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana Wilayah Kewenangan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 dengan Regulasi BRI Liga 1 2023/2024 ditinjau
dari Hukum Positif dan Lex Sportiva. 2) Bagaimana Kedudukan Hukum Regulasi
BRI Liga 1 2023/2024 ditinjau dari Hukum Positif dan Figih Siyasah. Metode
Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif yang bersifat
deskriptif analitis dan isi. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang
berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan
adalah teknis analisis deskriptif (analysis descriptive) dengan pendekatan
Perundang-Undangan.

Hasil Penelitian Kedudukan Hukum Regulasi BRI Liga 1 2023/2024
Terhadap Larangan Away Bagi Tim Tamu adalah wilayah kewenangan hukum
nasional dengan hukum transnasional yakni lex sportive dan lex ludica, mempunyai
otoritas serta wilayahnya sendiri sesuai dengan kapabilitas masing-masing sehingga
tidak saling melakukan intervensi. Di sisi lain, pemerintah harus diberikan ruang
untuk melaksanakan kedaulatan nasional dengan kekuasaan untuk memenuhi

XV



kewajiban konstitusional mereka untuk memajukan kebaikan bersama melalui
penerapan sistem olahraga nasional. Namun, Federasi olahraga internasional tidak
boleh menafsirkan kewenangannya sendiri atas sistem olahraga nasional yang
diatur oleh sistem hukum domestik Indonesia. Terdapat dua hukum dalam
kedudukan Regulasi BRI Liga 1 2023/2024, pertama hukum nasional yang
berbentuk Undang-undang mengatur sistem keolahragaan nasional. Kedua, hukum
olahraga (lex sportive dan lex ludica) yang menjadi dasar hukum olahraga sepak
bola secara internasional. bahwa secara implisit atau tidak secara langsung
memberikan pengertian bahwa Undang-Undang keolahragaan mengakui eksistensi
FIFA sebagai Induk organisasi cabang olahraga sepak bola yang dimana berarti
harus atau tidaknya negara mengakui Juga Lex Ludica sebagai sumber hukum
olahraga sepak bola. Negara perlu mengakui secara eksplisit dan tidak secara
implisit lagi sehingga nantinya Undang-Undang Keolahragaan ini dapat
meratifikasinya dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan yang lainnya
selama di bawah Undang-Undang.
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ABSTRACT

The thesis with the title "Legal Position of BRI Liga 1 2023/2024 Regulations
Regarding the Prohibition of Away for Visiting Team Supporters” was
written by Achmad Sholeh Nuryanto, NIM. 126103202085, Constitutional
Law Study Program (HTN), Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic
University Tulungagung 2024, supervised by Ahmad Gelora Mahardika,
S.IP.M.H

Keywords: Legal Status, BRI League 1 Regulations 2023/2024, Away Prohibition

This research is based on a problem in football in Indonesia where chaos
often occurs when league matches are held and one of the causes is the fans
themselves. So a rule arose that prohibited supporters from coming to see their
proud team play, in the sense that visiting team supporters were not allowed to
attend when their proud club visited their opponent's home ground. As a result of
this prohibition, there are two different legal regulations, namely Government
Regulation Number 60 of 2017 and the BRI Liga 1 Regulation 2023/2024 in
relation to preventing riots caused by the arrival of visiting team supporters. These
two regulations have similarities in preventing the potential for chaos. what
happened, however, these two regulations have different authorities in looking at
this issue, so their areas of authority need to be reviewed again. Then, regarding the
BRI League 1 Regulations, what is the legal position, is it in accordance with the
applicable statutory provisions. The focus of this research is as follows: 1) What is
the area of authority of Government Regulation Number 60 of 2017 with the BRI
Liga 1 2023/2024 Regulation in terms of Positive Law and Lex Sportiva. 2) What
is the legal position of the BRI Liga 12023/2024 regulations in terms of positive
law and Siyasah Figh. The research method used is Normative Legal Research
which is descriptive analytical and content. This research uses secondary data
sources in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The data
analysis used is technical descriptive analysis (descriptive analysis) using a
statutory approach.

Research Results of the Legal Position of BRI Liga 1 2023/2024
Regulations Regarding the Prohibition of Away for Away Teams is an area of
national legal authority with transnational law, namely lex sportive and lex ludica,
which has its own authority and territory in accordance with their respective
capabilities so that they do not interfere with each other. On the other hand,
governments must be given space to exercise national sovereignty with the power
to fulfill their constitutional obligations to advance the common good through the
implementation of a national sports system. However, the international sports
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federation may not interpret its own authority over the national sports system which
is regulated by Indonesia's domestic legal system. There are two laws in the BRI
Liga 1 2023/2024 Regulations, the first is national law in the form of a law
regulating the national sports system. Second, sports law (lex sportive and lex
ludica) which is the basis for international football sports law. that implicitly or
indirectly, it means that the sports law recognizes the existence of FIFA as the
parent organization for the sport of football, which means whether or not the state
should also recognize the Lex Ludica as a source of law for the sport of football.
The State needs to recognize it explicitly and not implicitly so that later this Sports
Law can be ratified in the form of a Government Regulation or other Regulation as
long as it is under the Law.
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